BAB I

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.575.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) terealisasi Rp. 6.406.162.073,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar  84,57%. 
Program pada urusan wajib Tahun Anggaran 2016, antara lain :

	a
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran

	
	1
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	
	2
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

	
	3
	Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran

	
	4
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

	
	5
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	6
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan

	
	7
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	8
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	
	9
	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	10
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

	
	11
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

	b
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

	
	1
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

	
	2
	Kegiatan Pengadaan Mebeleur

	
	3
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

	
	4
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

	
	5
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

	
	6
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

	
	7
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	8
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

	c
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	
	1
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

	
	2
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

	d
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

	
	1
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

	e
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

	
	1
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
· Training ESQ
· Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter
· Diklat Kepemimpinan Tingkat III

	
	2
	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

	
	
	· Kursus-kursus Keluar Daerah/Keluar Negeri

	
	3
	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
· Diklat Pengarusutamaan Hak Anak
· Diklat Calon Kepala Sekolah
· Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi
· DIKLATSAR Satuan Polisi Pamong Praja
· Diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas

	f
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

	
	1
	Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

	
	2
	Kegiatan Penempatan PNS

	
	3
	Kegiatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat PNS

	
	4
	Kegiatan Pembangunan / Pengembangan SIMPEG Daerah

	
	5
	Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

	
	6
	Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
· Pemberian bantuan tugas belajar  

	
	7
	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi


	
	8
	Kegiatan Kompetensi Jabatan


1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

  Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kewenangan urusan wajibnya di wujudkan melalui beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran
Maksud dan tujuan dilaksanakannya program pelayanan administrasi perkantoran adalah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran agar dapat memperlancar kegiatan pelayanan kepegawaian.
Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Kepegawaian dan Diklat pada triwulan I sampai triwulan IV sepanjang Tahun Anggaran 2016 karena penyediaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dilaksanakan secara bertahap untuk memperlancar kegiatan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar dapat terpenuhi kebutuhan surat menyurat.
b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi jasa surat menyurat terkait kebutuhan pengadaan materai lainnya pada Badan kepegawaian dan Diklat mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2016 di laksanakan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
c. Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jasa surat-menyurat berupa perangko tercukupi dengan baik.

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik, air dan telpon.
b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan jasa terkait pemakaian jasa listrik, air dan telpon pada Badan Kepegawaian dan Diklat mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2016.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah kebutuhan listrik, air dan telpon tercukupi dengan baik

3. Kegiatan penyediaan jasa perkantoran
a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar terpenuhi kebutuhan jasa kebersihan kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan jasa terkait kebutuhan jasa kebersihan kantor pada Badan Kepegawaian dan Diklat mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2016.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan kebutuhan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor pada Badan Kepegawaian dan Diklat bertahap mulai triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah kebutuhan alat tulis kantor tercukupi dengan baik

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar terpenuhi kebutuhan barang cetak dan penggandaan

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan pada Badan Kepegawaian dan Diklat bertahap mulai triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016.
c. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik

b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan instalasi listrik gedung Badan Kepegawaian dan Diklat untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya kebutuhan penerangan kantor BKD

7. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar dapat terpenuhi kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan komputer dan note book untuk menunjang pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada BKD

8. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan kebersihan kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan rumah tangga Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga pada BKD

9. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih baik

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan agar tercukupi belanja bahan logistik karyawan Badan Kepegawaian dan Diklat mulai triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sehingga terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik

c. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya penyediaan kebutuhan bahan logistik berupa bahan bakar minyak non subsidi.

10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman rapat pada Badan Kepegawaian dan Diklat mulai triwulan II sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016 untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman rapat selama satu tahun
11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih baik

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan agar tercukupi belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Badan Kepegawaian dan Diklat mulai triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sehingga terwujud pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik

c. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya koordinasi dan konsultasi PNS didalam dan luar daerah

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Maksud dan tujuan dilaksanakannya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur guna kenyamanan pemberian dan pengguna jasa layanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Diklat pada triwulan I sampai dengan triwulan IV dilaksanakan oleh Sekretariat BKD guna peningkatan kenyamanan pengguna jasa layanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
1. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

a. Dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana gedung kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan gedung kantor pada gedung Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Kegiatan pengadaan meubeler

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan meubeler Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi
b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan meubeler berupa belanja modal pengadaan meja kerja, meja rapat, meja makan, kursi kerja dan rak buku pada Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya penyediaan pengadaan meubeler
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah terlaksana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah terlaksana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian menjadi lancar.

5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar tercukupi kebutuhan rutin pemeliharaan peralatan

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan II sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan terhadap belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC) pada Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah terlaksana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian menjadi lancar.

7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah terlaksana pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian menjadi lancar.

8. Kegiatan pembangunan gedung kantor

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah terlaksana pembangunan gedung kantor di Badan Kepegawaian dan Diklat kabupaten Banyuwangi
b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian umum dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ruang Bidang Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan ruang Bidang Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian menjadi lancar.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah agar terlaksana kegiatan-kegiatan terkait pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat meliputi kegiatan-kegiatan terkait Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar tercukupi kebutuhan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian penyusunan program untuk memenuhi kebutuhan terhadap belanja alat tulis kantor dan cetak pada Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja meliputi Lakip, LPPD dan LKPJ
2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran
a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar tercukupi kebutuhan Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD
b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I  sampai dengan triwulan IV pada Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian penyusunan program untuk memenuhi kebutuhan Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan keuangan meliputi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, laporan SPJ Belanja fungsional bendahara pengeluaran, laporan realisasi fisik barang dan jasa PPBJ, dan laporan keuangan inventarisasi barang pada BKD tahun anggaran 2016
d. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah agar terlaksana kegiatan-kegiatan terkait pelayanan dan fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya terkait oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat meliputi kegiatan-kegiatan terkait pelayanan dan fasilitasi tamu-tamu  kedinasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang datang untuk melaksanakan koordinasi dan studi banding di Kabupaten Banyuwangi mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar terfasilitasinya kegiatan  koordinasi dan studi banding di Kabupaten Banyuwangi
b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh sekretariat, sub bagian penyusunan program untuk memenuhi kebutuhan terhadap belanja mamiri dan tali asih pada Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya di Kabupaten Banyuwangi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan dan fasilitasi kegiatan koordinasi dan pelayanan tamu-tamu  kedinasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
e. 
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Maksud dan tujuan dilaksanakannya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan kualitas sumber daya aparatur melalui pelaksanaan diklat perjenjangan dan diklat teknis fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan kualitas sumber daya aparatur melalui pelaksanaan diklat perjenjangan dan diklat teknis fungsional  PNS yang dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV sesuai dengan diklat yang dibutuhkan/diusulkan. Adapun Diklat tersebut dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
a. Tujuan   kegiatan   ini  adalah   agar   terlaksana   Diklatpim tingkat  III, pelatihan ESQ dan Diklat Peningkatan Karakter dengan peserta pejabat eselon IV, III dan II untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan menumbuhkan semangat pengabdian aparatur pemerintah.

b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pendidikan dan pelatihan, sub bidang diklat perjenjangan berupa pendidikan dan pelatihan Diklatpim tingkat  III, pelatihan ESQ dan Diklat Peningkatan Karakter untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah di Pemkab Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya sikap dan semangat pengabdian melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat eselon IV, III dan II.

2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
a. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pendidikan dan pelatihan, sub bidang diklat teknis fungsional berupa belanja kursus-kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS ke luar Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah melalui pengiriman PNS sebagai peserta kursus-kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ke luar Kabupaten Banyuwangi.
3. Kegiatan Diklat fungsional bagi PNS daerah

a. Tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksana Diklat Pengarusutamaan Hak Anak, Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi, DIKLATSAR Satuan Polisi Pamong Praja dan Diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas bagi PNS daerah untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

b. Kegiatan ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi pada triwulan I sampai Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pendidikan dan pelatihan, sub bidang diklat teknis fungsional.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah melalui pelaksanaan  Diklat Pengarusutamaan Hak Anak, Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi, DIKLATSAR Satuan Polisi Pamong Praja dan Diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas.
f. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Maksud dan tujuan dilaksanakannya program pembinaan dan pengembangan aparatur adalah agar terlaksana kegiatan-kegiatan terkait pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemkab Banyuwangi.
Program pembinaan dan pengembangan aparatur dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data dan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai meliputi kegiatan-kegiatan terkait pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah mulai triwulan I sampai triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

1. Kegiatan penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah agar dapat dilaksanakan pemenuhan pembinaan karir bagi PNS

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pengadaan dan mutasi pegawai, sub bidang pengadaan pegawai, berupa pelaksanaan pembinaan karir PNS untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Pemkab Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi dan jaminan karier PNS

2. Kegiatan penempatan PNS

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menempatkan PNS yang telah memenuhi syarat mutasi dan promosi jabatan

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pengadaan dan mutasi pegawai, sub bidang mutasi pegawai, berupa pelaksanaan penempatan, pemrosesan, pelantikan pejabat struktural, mutasi jabatan fungsional dan mutasi staf di Pemkab Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah penempatan, pemrosesan, pelantikan pejabat struktural, mutasi jabatan fungsional dan mutasi staf sesuai dengan jabatan yang tepat.

3. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menyelesaikan proses kenaikan pangkat PNS secara benar cepat dan tepat 

b. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pengadaan dan mutasi pegawai, sub bidang mutasi pegawai berupa pelayanan administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala PNS di Pemkab Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dapat diterima tepat waktunya.

4. Kegiatan pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan pengelolaan system aplikasi kepegawaian

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pengendalian dan pengolahan data, sub bidang pengolahan data untuk mewujudkan pengelolaan system aplikasi kepegawaian (SAPK), efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengelolaan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, serta keseragaman system dan online antara BKD Provinsi dengan Kantor Regional dan  Badan Kepegawaian dan Diklat.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses pelayanan kepegawaian meliputi pelayanan PUPNS, penetapan NIP, pencetakan SK, pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan SK pensiun dan untuk up dating data mutasi lainnya.
5. Kegiatan Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

a. Dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan peraturan-peraturan kepegawaian PNS daerah

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pengendalian dan pengolahan data, sub bidang pengendalian untuk mewujudkan penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran disiplin PNS  daerah di Pemkab Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Banyuwangi

6. Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memfasilitasi tugas belajar dan ikatan dinas PNS daerah

b. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan bulan september triwulan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pendidikan dan pelatihan, berupa beasiswa pendidikan pasca sarjana (S2) agar tercapai PNS daerah yang memiliki mutu pendidikan yang berkualitas di Pemkab Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan mutu pendidikan PNS daerah

7. Kegiatan penyelenggaraan ujian-ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan

a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah

b. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan I dan IV Tahun Anggaran 2016 oleh bidang pengadaan dan mutasi pegawai, sub bidang mutasi pegawai, berupa penyelenggaraan Assessment Test bagi pejabat eselon II, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah untuk pengembangan aparatur di Pemkab Banyuwangi.
c. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Assessment Test bagi pejabat eselon II, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah PNS daerah
8. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang peraturan kepegawaian.

b. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan I dan II Tahun Anggaran 2016 oleh bidang Pengendalian dan Pengolahan Data, berupa pemenuhan kebutuhan penyelenggaaan sosialisasi peraturan kepegawaian untuk pengembangan aparatur di Pemkab Banyuwangi.

c. Hasil dari kegiatan ini adalah Peningkatan Kedisiplinan Apaaratur di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
1.2 Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Wajib

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun Anggaran 2016 hanya menyelenggarakan program kegiatan yang termasuk dalam urusan wajib yaitu Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan terkait urusan pelayanan kepegawaian. Sumber dana program kegiatan adalah APBD Kabupaten Banyuwangi untuk belanja langsung Tahun Anggaran 2016 dengan alokasi anggaran sebesar                                  Rp. 7.575.000.000,00 (tujuh milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) terealisasi Rp. 6.406.162.073,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar  84,57%.
Alokasi anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari 6  (enam)  Program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang akan dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016. Seluruh Program Kegiatan yang termasuk urusan pelayanan kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik, kecuali Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Daerah dan Sub Kegiatan Seleksi IPDN tidak dapat dilaksanakan karena :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi tanggal 30 Juni 2016  Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2016 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2016, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2016.

2. Sub Kegiatan Seleksi IPDN juga tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat di Tahun Anggaran 2016 sebab Pendaftaran Capra IPDN pada tahun 2016 telah dilaksanakan secara On line melalui website : http://spcp.ipdn.ac.id sehingga tidak lagi difasilitasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kabupaten Banyuwangi.
Keberhasilan dalam pelaksanaan urusan wajib dan pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/kendala, namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga di dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target yang  telah ditentukan.

1.3 Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan dan solusi pemecahan masalah yang dilakukan ketika melaksanakan program kegiatan pelayanan kepegawaian dan pendidikan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Diklat adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN :

1. Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor tidak dapat direalisasikan karena tidak ada peralatan gedung kantor yang rusak sehingga kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor realisasi sebesar 0% .

2. Kegiatan penempatan PNS tidak dapat direalisasikan dengan maksimal karena masa jabatan Bupati Banyuwangi berakhir tanggal 9 Desember 2015 dan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa : “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.” Hal tersebut mengakibatkan kecilnya realisasi kegiatan penempatan PNS pada tahun anggaran 2016.
3. Masih belum optimalnya identifikasi jabatan – jabatan yang kosong di Perangkat Daerah yang ada sehingga masih banyak jabatan – jabatan yang ada di Perangkat Daerah Masih tidak ada pejabatnya.

4. Pengadaan CPNS (k2) yang telah lulus seleksi penerimaan berdasarkan hasil dari Panitia Seleksi Nasional (panselnas) masih ada yang belum diumumkan dan ditetapkan dengan SK Bupati.

5. Ada beberapa system informasi manajemen yang masih dalam proses pengembangan antara lain e-SKP dan e-Personal.

6. Masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan structural masih belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

7. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan tanggungjawab pelayanan kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat.

8. Jarak tempuh antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat (Bapek dan Kementerian).

SOLUSI PEMECAHAN MASALAH  :

1. Menyusun perencanaan yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten banyuwangi.
2. Menyusun perencanaan yang lebih baik lagi sesuai dengan estimasi biaya yang digunakan untuk kegiatan penempatan PNS di tahun anggaran 2017 mengingat sesuai Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa : “Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pelantikan.”
3. Peningkatan jumlah sumber daya aparatur untuk pengidentifikasian jabatan – jabatan yang masih kosong dan pengelolaan mutasi pegawai pemerintah kabupaten banyuwangi. 

4. Melaksanakan kordinasi dengan BKN pusat / panselnas terkait kegiatan tersebut sehingga penetapan kelulusan seleksi CPNS K2 dengan SK Bupati Banyuwangi dapat segera dilaksanakan

5. Menyusun kegiatan belanja pada tahun anggaran 2017 untuk pengembangan system informasi manajemen kepegawaian serta peningkatan sumber daya manusia guna pengelolaan system informasi manajemen kepegawaian.

6. Mengidentifikasi pejabat – pejabat yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan menyusun kegiatan belanja pada  tahun anggaran 2017 untuk pelaksanaan diklat – diklat kepemimpinan.
7. Mengusulkan peningkatan sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi guna meningkatkan pelayanan kepegawaian.

8. Walaupun jarak tempuh antara Badan Kepegawaian dan Diklat dengan Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Propinsi maupun Pusat (Bapek dan Kementerian), namun tetap melaksanakan koordinasi terkait dengan permasalahan-permasalahan dan pelayanan kepegawaian.
BAB II
CAPAIAN INDIKATOR RPJMD KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2016 - 2020 YANG DILAKSANAKAN SKPD
Indikator RPJMD merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator ini dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya.
Jika berpedoman pada Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020, Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan Pelaksana Aspek Pelayanan Umum (layanan publik) dengan Fokus Layanan Urusan Wajib, Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk aspek layanan ini, penentuan indikator kinerja lebih banyak ditentukan oleh kekuatan anggaran dan etos kerja aparat birokrasi. 
Fokus utama Aspek Pelayanan Umum pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 masih memprioritaskan bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian. Sedangkan untuk Urusan Kepegawaian tidak ditargetkan sebagai indikator prioritas kinerja daerah.
Namun demikian, apabila ditinjau dari evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan realisasi pengelolaan anggaran, Sumber dana program kegiatan adalah APBD Kabupaten Banyuwangi untuk belanja langsung  Tahun   Anggaran   2016  dengan   alokasi   anggaran   sebesar
Rp.7.575.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) terealisasi Rp. 6.406.162.073,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar  84,57%.
	No
	Bidang Urusan / Indikator
	Target    
(Rp)
	Capaian Indikator

Realisasi 

	
	
	
	Rp
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Urusan Wajib  - Bidang Kepegawaian dan Diklat
	7.575.000.000
	6.406.162.073
	84,57

	a
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.940.693.400
	1.645.897.041
	84,81

	1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	 3,000,000 
	 3,000,000 
	100

	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
	 160,000,000 
	 127,358,957 
	79.60

	3
	Penyediaan Jasa Perkantoran
	 56,000,000 
	 54,000,000 
	96.43

	4
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	 90,000,000 
	 69,583,400 
	77.31

	5
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
	 122,065,000 
	 105,935,700 
	86.79

	6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 17,730,000 
	 13,530,300 
	76.31

	7
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
	 149,868,600 
	 54,284,798 
	36.22

	8
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	 69,544,850 
	 48,741,100 
	70.09

	9
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 145,456,750 
	 116,428,250 
	80.04

	10
	Penyediaan Makanan Dan Minuman
	 50,000,000 
	 32,798,100 
	65.60

	11
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	 1,077,028,200 
	 1,020,236,436 
	94.73

	b
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
	 712,782,000 
	 680,829,500 
	95.52

	1
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	 188,582,000 
	 182,557,000 
	96.81

	2
	Pengadaan mebeleur
	 79,000,000 
	 77,780,000 
	98.46

	3
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	 100,000,000 
	 99,365,000 
	99.37

	4
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	 50,000,000 
	 35,521,500 
	71.04

	5
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	 16,200,000 
	 16,000,000 
	98.77

	6
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	 2,000,000 
	0
	0.00

	7
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 17,000,000 
	 10,520,000 
	61.88

	8
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	 260,000,000 
	 259,086,000 
	99.65

	c
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	 105,000,000 
	 87,121,300 
	82.97

	1
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	 25,000,000 
	 19,199,200 
	76.80

	2
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
	 80,000,000 
	 67,922,100 
	84.90

	d
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 
	 97,490,500 
	 64,049,100 
	65.70

	1
	Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
	 97,490,500 
	 64,049,100 
	65.70

	e
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	3,397,220,200 
	2,947,220,777 
	86.75

	2
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
	1,116,387,350 
	 920,503,180 
	82.45

	
	-Training ESQ
	 246,990,000 
	 236,824,000 
	95.88

	
	-Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter
	 285,502,600 
	 231,123,380 
	80.95

	
	-Diklat Kepemimpinan Tingkat III
	 583,894,750 
	 452,555,800 
	77.51

	3
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
	 849,642,850 
	 826,040,697 
	97.22

	4
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
	1,431,190,000 
	1,200,676,900 
	83.89

	
	-Diklat Pengarusutamaan Hak Anak

	 305,000,000 
	 239,415,500 
	78.50

	
	-Diklat Calon Kepala Sekolah

	 186,190,000 
	 178,694,400 
	95.97

	
	-Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi

	 230,000,000 
	 230,000,000 
	100

	
	-DIKLATSAR Satuan Polisi Pamong Praja

	 365,000,000 
	 297,951,100 
	81.63

	
	-Diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas

	 345,000,000 
	 254,615,900 
	73.80

	f
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
	1,321,813,900 
	 981,044,355 
	74.22

	1
	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
	 26,000,000 
	 19,136,100 
	73.60

	2
	Penempatan PNS
	 543,157,000 
	 269,143,780 
	49.55

	3
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
	 127,700,000 
	 112,821,100 
	88.35

	4
	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
	 265,847,300 
	 259,310,775 
	97.54

	5
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
	 36,534,000 
	 34,067,600 
	93.25

	6
	Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
	
	
	

	
	· Pemberian Bantuan Tugas Belajar
	 8,449,800 
	 8,449,800 
	100

	7
	Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan
	 217,600,000 
	 189,853,800 
	87.25

	8
	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
	 96,525,800 
	 88,261,400 
	91.44


Alokasi anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari 6  (enam)  Program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang  dilaksanakan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2016. Seluruh Program Kegiatan yang termasuk urusan pelayanan kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik, kecuali Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Daerah dan Sub Kegiatan Seleksi IPDN tidak dapat dilaksanakan karena :

1. Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor tidak dapat direalisasikan karena tidak ada peralatan gedung kantor yang rusak sehingga kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor realisasi sebesar 0% .

2. Kegiatan penempatan PNS tidak dapat direalisasikan dengan maksimal karena masa jabatan Bupati Banyuwangi berakhir tanggal 9 Desember 2015 dan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa : “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.” Hal tersebut mengakibatkan kecilnya realisasi kegiatan penempatan PNS pada tahun anggaran 2016.
Demikian Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi, semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk lebih memacu dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua pada umumnya dan dapat menunjang penyusunan LKPJ Bupati Banyuwangi Tahun 2016 pada khususnya.
Banyuwangi,                            2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Drs.  SIH WAHYUDI,  MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621017 198903 1 004

Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016
Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi 

Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Banyuwangi 2016

25

